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Isi Abstrak :

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengujian terhadap
peraturan perundang-undangan ialah Mahkamah Agung (MA) di mana
berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang seperti tercantum pada Pasal 24A UUD 1945,
Permasalahan yang berusaha dijawab pada penelitian ini yaitu: pertama,
bagaimana mekanisme eksekusi putusan Hak Uji Materil peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang; dan kedua, bagaimana kedudukan atau
status peraturan perundang-undangan setelah putusan Hak Uji Materiil oleh
MA. Penelitian ini pun bertujuan: pertama, menganalisis dan mengetahui
mekanisme eksekusi putusan Hak Uji Materil peraturan perundang-undangan
di bawah Undang-Undang; dan kedua, menganalisis dan mengetahui
kedudukan atau status peraturan-perundang-undangan setelah putusan Hak Uji
Materiil oleh Mahkamah Agung:-Adapun metode penelitian yang digunakan
yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
kasus dan konseptual, serta diuraikan melalui teknik analisis kualitatif.
Penelitian ini pun menghasilkan temuan: pertama, dalam mekanisme eksekusi
hak uji materil oleh MA masih terdapat sejumlah masalah yakni: (a) pengaturan
hak uji materil hanya semata menggunakan Peraturan Mahkamah Agung; (b)
belum jelasnya pengaturan pengiriman naskah kepada termohon dalam hal
permohonan diajukan melalui pengadilan negeri perihal aspek administrasi
prosedur penanganan perkara; (c) tidak ada pengaturan batas waktu
penyelesaian tahapan yang menjadi wilayah kewenangan MA; (d) tidak adanya
standar waktu penyelesaian perkara; (e) ketidakpastian waktu dalam hal
pemberitahuan putusan kepada para pihak; dan (f) perihal proses pemeriksaan
permohonan yang tidak melibatkan para pihak secara langsung dalam
persidangan. Kedua, kedudukan peraturan setelah dikabulkannya putusan hak
uji materil olen MA adalah peraturan tersebut tidak sah, tidak berlaku untuk
umum, dan memerintahkan pada instansi yang bersangkutan untuk
mencabutnya.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Hak Uji Materil, Peraturan Perundang-
undangan.

Daftar Pustaka. : 23 Buku, 8 Peraturan Perundang-undangan, 9
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Abstract Contents

One of the institutions that has the authority to test laws and regulations is the
Supreme Court which has the authority to examine laws and regulations under
the law against the law as stated in Article 24A of the 1945 Constitution. The
problems that this research seeks to answer are: (1) how is the mechanism of
execution of the decision on the Right to Judicial Review of the laws and
regulations under the Act; and (2) what is the position or status of the legislation
after the decision on the Right to Material Examination by the Supreme Court.
This study also aims to: (1) analyze and find out the mechanism of execution of
decisions on the Right to Judicial Review of laws and regulations under the Act;
and (2) analyze and find out the position or status of the legislation after the
decision on the Right to Material Examination by the Supreme Court. The
research method used is'normative juridical using statutory, case and conceptual
approaches, and described through qualitative analysis techniques. This
research also produces findings: first, in the execution mechanism of the right
to judicial review by the Supreme Court there are still a number of problems,
namely: (a) the regulation of the right to judicial review only uses a Supreme
Court Regulation; (b) unclear arrangements for sending manuscripts to the
respondent in the event that the application is submitted through a district court
regarding the administrative aspects-of the case handling procedure; (c) there is
no time limit for the completion of stages which are the jurisdiction of the
Supreme Court; (d) there is no standard time for case settlement; (e) the
uncertainty of the timing of notification of the award to the parties; and (f)
regarding the process of examining applications that do not involve the parties
directly in the trial. Second, the position of the regulation after the decision on
the right to judicial review is granted by the Supreme Court is that the regulation
is not valid, does not apply to the public, and orders the relevant agency to
revoke it.

Keywords: Supreme Court, Judicial Review, Regulation
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